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Menimbang

Mengingat

BUPATI ESUJI
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR /6 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4933);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoy 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern  Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Perﬁcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Kgpala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat
Daerah Kahuppten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten
Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mesuji ini yang dimaksud dengan:

{8

2

-~

S.)\

Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah dacrah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mesuji.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnya disingkat SPIP
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapalan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap
peraturan perundang- undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh
terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pencatatan, monitoring dan pengawasan sampai dengan
pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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DAV I
PELAKSANAAN SISTIRM PENGENDALIAN INTIERN PEMIERINTAH
Pasnl 2
(1) Pelakaanaan Spip meliputl

a, Proses audit;

b, Proses reviu;

¢. Proges evalunsi;

d. Proses pemantaunn; dan

e. Kegintan pengawasan Ininnya,

(2) Pedoman pelaksananan SpIp sehngnimuna dimaksud pada ayat (1) terine

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini,

Pasal 3
(1) Perangkat Daerah wajib mengrapkan SpPIp schapaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) yang meliputi unsur :
o, Lingkungan Pengendalinn;
b. Penilaian Risiko;
¢. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi; dan
e, Pemantauan Pengendalian Intern,
(2) Kepala Perangkat Daerah w:\jih menyclenggarakan SPIP di lingkungan
kerjanya masing-masing scsuai tnhapan yang telah ditetapkan.
(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Dacrah.,

Bagian Kesatu

Lingkungan Pengendalian

Pasal 4
Kepala Perangkat Dacrah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku  positif dan  kondusil untuk
pencrapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a. penegakan integritas dan nilai ctika;

b. komitmen terhadap kompetensi;
¢. kepemimpinan yang kondysif;
d. pembentukan struktur orgpnisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

¢. pendelegasian wewenang dap tanggung jawab yang tepat;
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penyusunan dan penecrapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
dan

hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.

menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap
tingkat pimpinan Perangkat Daerah;
menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian pengendalian intern; dan
menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku
tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.

mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam
Perangkat Daerah;

menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah;

menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu
pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
pekerjaannya; dan

memilih pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Perangkat Daerah

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagajmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

a.

mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
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menerapkan manajemen berbasis kinerja;

¢. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang
tidak sah;

c. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan

yang lebih rendah; dan

f.  merespon secara positil terhadap pelaporan yang berkaitan dengan

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8
(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya
dilakukan dengan:

a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perangkat
Daerah;

b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam
Perangkat Daerah;

c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
dalam Perangkat Daerah;

d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap
struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan
strategis; dan

e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi
pimpinan.

(2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat

Daerah;
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pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
terkait dengan pihak lain dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan;
dan

C. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait
dengan penerapan SPIP.

Pasal 10

(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f
dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai
berikut:

a. penetapan kcbijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai;

b. penclusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rckrutmen; dan

c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

(2) Penyusunan dan pencrapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 12
Hubungan kerja yang baik denganp Perangkat Daerah terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ‘diwujudkan dengan adanya mekanisme
saling uji antar Perangkat Daerah terkait.
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Bagian Kedua

Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

Pimpinan  Perangkat Dacrah wajib  mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

(1)

(2)

(1)
@)

Pasal 14

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib
diselenggarakan secara efektif.
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya:

a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi; dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi

secara terus menerus.

Bagian Ketiga
Pemantauan
Pasal 15
Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan SPIP.
Pemantauan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 16

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

(1)

(2)

Pasal 17
Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas
SPIP.
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah atau pihak eksterna] pemerintah.
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3) Evaluasi i
(3) asl terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uit

engendali i ;
pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 18
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang

ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 19

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengoperasionalisasikan Rencana Tindak
Pengendalian dan mengintegrasikan penyelenggaraan SPIP secara langsung
kedalam proses manajemen diberbagai tingkatan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPIP dapat diberikan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyelenggarakan SPIP diberikan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas penyelenggaraan
SPIP oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SATUAN TUGAS SPIP

Pasal 20
(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP, Bupati dapat
menetapkan Satuan Tugas SPIP.
(2) Penetapan terkait susunan personil, tugas, fungsi dan kewenangan

ditetapkan melalui Keputusar, Bupati.
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BAB IV
SOSIALISASI SpIp
Pasal 21
(1) Pelaksanaan SPIP wajib disosialisasikan kepada seluruh pejabal struleural
Perangkat Daerah serta Aparatur Sipil Negara.
(2) Bupati dapat meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Kenangan
dan Pembangunan selaku instansi Pembina SPIP dalam pelaksanadan I

di daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 22
Segala biaya yang diperlukan upfuk pelaksanaan SPIP dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannyg (lalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji,

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal @7 A(/Lu/ﬂ 2023
Pj. RUPATI MESUJI,

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal &9 /}Wd/u! 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATRN MESUJI,

SYAMSUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR /4
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